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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan collaborative governance dalam
meningkatkan kualitas pelayanan publik di Distrik Malaimsimsa Kota Sorong. Penelitian
menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian meliputi aparatur distrik,
aparatur kelurahan, dan masyarakatsebagai penerimalayanan yang dipilih secara purposif.
Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan
kesimpulan, dengan menggunakan perspektif collaborative governance yang menekankan
kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dialog, kepercayaan,
komitmen, dan pemahaman bersama. Hasil kajian menunjukkan bahwa peningkatan
kualitas pelayanan publik membutuhkan sinergi antara pemerintah distrik, pemerintah
kelurahan, dan masyarakat. Kolaborasi yang didukung komunikasi terbuka, koordinasi,
kepercayaan, partisipasi, dan komitmen bersama dapat meningkatkan responsivitas
pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi
tantangan berupa keterbatasan kapasitas aparatur, koordinasi antarpihak, keterbukaan
informasi, dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, penguatan collabarative governance
diperlukan melalui peningkatan kapasitas aparatur, penguatan koordinasi, penyediaan
ruang partisipasi masyarakat, serta evaluasi pelayanan secara berkelanjutan.

Kata Kunci : collaborative governance; pelayanan publik; partisipasi masyarakat; tata
kelola.
Abstract

This study aims to analyze the implementation of collaborative governance in improving
the quality of public services in Malaimsimsa District, Sarong City. The study employs a
descriptive gualitative approach, with data collected through observation, interviews, and
documentation. Research informants include district officials, sub-district/urban village
officials, and community members as service recipients, selected purposively. Data were
analyzed through data reduction, data presentation, and conclusion drawing, using the
collaborative governance perspective, which emphasizes initial conditions, institutional
design, facilitative leadership, dialogue, trust, commitment, and sharedunderstanding. The
findings indicate that improving the quality of public services requires synergy amaong the
district government, urban village governments, and the community. Collaboration
supported by open communication, coordination, trust participation, and shared
commitment can improve the responsiveness of public services to community needs.
However, implementation still faces challenges, including limited staff capacity, inter-
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agency coordination, information transparency, and community participation. Therefore,
strengthening collaborative governance is necessary through improving staff capacity,
strengthening coordination, providing opportunities for community participation, and
conducting continuous evaluation of public services.

Keywords : collaborative governance, public services, community participation,
governance.

PENDAHULUAN

Pelayanan publik merupakan salah satu bentuk utama kehadiran pemerintah dalam
memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus menjadi indikator penting dalam menilai
kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Perubahan tuntutan masyarakat terhadap
pelayanan yang cepat, mudah, transparan, responsif, dan berkualitas mendorong
pemerintah untuk tidak lagi mengandalkan pola birokrasi yang bersifat hierarkis dan satu
arah. Pemerintah perlu membangun tata kelola yang mampu melibatkan masyarakatdan
berbagai pemangku kepentingan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi
pelayanan publik. Dalam perspektif collaborative governance, penyelenggaraan
pemerintahan diarahkan pada proses pengambilan keputusan dan penyelesaian persoalan
publik melalui keterlibatan aktor pemerintah dan nonpemerintah secara bersama-sama
(Ansell & Gash, 2008; Emerson et al., 2012).

Collaborative governance menempatkan kolaborasi sebagai mekanisme untuk
mempertemukan berbagai aktor yang memiliki sumber daya, kepentingan, dan kapasitas
berbeda dalam mencapai tujuan publik yang tidak mudah dicapai oleh pemerintah secara
sendiri. Ansell dan Gash (2008) menjelaskan bahwa collaborative governance menekankan
keterlibatan langsung lembaga publik bersama pemangku kepentingan nonpemerintah
dalam proses pengambilan keputusan yang beraorientasi pada konsensus. Sementara itu,
Emerson et al. (2012) memandang collaborative governance sebagai suatu sistem yang
memungkinkan berbagai aktor dari sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil
membangun interaksi, tindakan bersama, serta adaptasi untuk menghasilkan dampak
yang lebih baik. Dengan demikian, kualitas pelayanan publik tidak hanya ditentukan oleh
kapasitas aparatur pemerintah, tetapi juga oleh kemampuan membangun hubungan,
kepercayaan, komunikasi, dan pembagian peran antarpemangku kepentingan (Ansell &
Gash, 2008; Emerson et al., 2012).

Dalam konteks pemerintahan daerah, pendekatan kolaboratif menjadi semakin penting
karena permasalahan pelayanan publik memiliki karakter yang kompleks dan tidak selalu
dapatdiselesaikan hanya melalui kewenangan birokrasi. Pemerintah daerah membutuhkan
dukungan masyarakat, organisasi sosial, sektor swasta, tokoh masyarakat, dan berbagai
kelompok kepentingan untuk mengidentifikasi kebutuhan, menyediakan sumber daya,
serta melakukan pengawasan terhadap pelayanan. Keberhasilan kolaborasi sangat
dipengaruhi oleh kondisi awal antaraktor, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif,
proses dialog, pembangunan kepercayaan, dan komitmen bersama. Apabila unsur-unsur
tersebut dapat dibangun secara baik, kolaborasi dapat menciptakan kapasitas bersama
dalam menghasilkan pelayanan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat
(Ansell & Gash, 2008; Emerson et al., 2012).

Konteks tersebut relevan dengan penyelenggaraan pemerintahan di Distrik Malaimsimsa
Kota Sorong. Secara kelembagaan, distrik merupakan perangkat daerahyang dipimpin oleh
kepala distrik dan memiliki tugas dalam melaksanakan sebagian urusan otonomi daerah
yang dilimpahkan oleh wali kota. Selain itu, kepala distrik memiliki fungsi
mengoordinasikan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketenteraman dan
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ketertiban, pemeliharaan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan pemerintahan di
tingkat distrik, pembinaan pemerintahan kelurahan, serta pelaksanaan pelayanan
masyarakatyang menjadi ruang lingkup tugasnya (Pemerintah Kota Sorong, 2013). Kondisi
tersebut menempatkan distrik sebagai salah satu simpul penting yang menghubungkan
pemerintah daerah dengan kelurahan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan
publik.

Distrik Malaimsimsa merupakan salah satu wilayah administratif di Kota Sorong yang
memiliki beberapa kelurahan dan karakteristik masyarakatyang beragam. Publikasi Distrik
Malaimsimsa dalam Angka menunjukkan bahwa data mengenai pemerintahan,
kependudukan, sosial, ekonomi, dan kondisi wilayah menjadi bagian penting dalam
mendukung perencanaan pembangunan di wilayah tersebut (BPS Kota Sorong, 2025).
Keberagaman kondisi masyarakat tersebut menuntut adanya pelayanan publik yang
mampu memahami kebutuhan masyarakat secara kontekstual. Dalam situasi demikian,
hubungan antara pemerintah distrik, pemerintah kelurahan, masyarakat, serta aktor
lainnya menjadi penting untuk memastikan bahwa pelayanan tidak hanya tersedia, tetapi
juga mudah diakses, sesuai kebutuhan, dan dapat dipertanggungjawabkan (BPS Kota
Sorong, 2025).

Persoalan kualitas pelayanan publik di wilayah Malaimsimsa sebelumnya telah menjadi
perhatian penelitian. Numberi et al. (2023), dalam penelitian mengenai kualitas pelayanan
publik di Kantor Kelurahan Klabulu, Distrik Malaimsimsa, menemukan bahwa perubahan
sistem pelayanan pada masa new normal membutuhkan penyesuaian kebijakan dan
mekanisme kerja pemerintah. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan
pelayanan publik pada tingkat kelurahan sangat dipengaruhi oleh kemampuan organisasi
dalam menyesuaikan kebijakan, kondisi pelayanan, serta kebutuhan masyarakat. Temuan
tersebut memberikan indikasi bahwa pembahasan mengenai pelayanan publik di
Malaimsimsa tidak cukup hanya dilihat dari faktor internal organisasi, tetapi juga perlu
melihat hubungan antara pemerintah dan masyarakatdalam proses penyelenggaraannya
(Numberi et al., 2023).

Meskipun demikian, kajian mengenai pelayanan publik di wilayah Malaimsimsa masih
dapat dikembangkan dari perspektif collaborative governance. Penelitian Numberi et al.
(2023) lebih berfokus pada faktor-faktor yang memengaruhi kualitas pelayanan publik di
tingkat kelurahan, sedangkan penelitian ini memandang kualitas pelayanan sebagai hasil
dari proses interaksi dan kolaborasi berbagai aktor. Perbedaan perspektif tersebut menjadi
penting karena pelayanan publik pada tingkat distrik dan kelurahan tidak berlangsung
dalam ruang yang terpisah dari masyarakat. Pemerintah membutuhkan partisipasi
masyarakat dalam menyampaikan kebutuhan dan memberikan umpan balik, sementara
masyarakat membutuhkan pemerintah yang mampu menyediakan pelayanan secara
efektif dan responsif (Numberi et al., 2023; Ansell & Gash, 2008).

Dalam kerangka collaborative governance, kualitas pelayanan publik dapat dipengaruhi
oleh kemampuan aktor membangun komunikasi dan dialog secara berkelanjutan. Dialog
memungkinkan pemerintah dan masyarakat memahami kebutuhan serta persoalan
pelayanan dari sudut pandang masing-masing. Selain itu, kepercayaan menjadi unsur
penting karena kolaborasi sulit berkembang apabila terdapatketidakpercayaan antaraktor.
Emerson etal. (2012) menempatkan dinamika kolaborasi, tindakan bersama, serta dampak
dan adaptasi sebagai bagian penting dalam memahami keberhasilan tata kelola
kolaboratif. Oleh sebab itu, kualitas pelayanan di Distrik Malaimsimsa perlu dilihat tidak
hanya dari hasil pelayanan, tetapi juga dari proses hubungan antara pemerintah dan
masyarakat dalam menghasilkan pelayanan tersebut (Emerson et al., 2012).

Kebutuhan terhadap tata kelola kolaboratif juga berkaitan dengan karakteristik pelayanan
publik pada tingkat distrik dan kelurahan yang berhadapan langsung dengan masyarakat
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Pada tingkatan ini, pemerintah tidak hanya berperan sebagai penyedia layanan, tetapi juga
sebagai fasilitator, koordinator, dan penghubung antara kebutuhan masyarakat dengan
kebijakan pemerintah daerah. Keberhasilan menjalankan fungsi tersebut membutuhkan
kepemimpinan yang mampu memfasilitasi kerja sama, membangun kepercayaan, dan
mengintegrasikan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah maupun
masyarakat. Dalam model Ansell dan Gash (2008), kepemimpinan fasilitatif menjadi salah
satu faktor penting yang dapat mendorong proses kolaborasi ketika terdapat perbedaan
kepentingan dan kapasitas antaraktor.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat kebutuhan untuk mengkaji bagaimana hubungan
antara pemerintah distrik, kelurahan, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya
dibangun dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Distrik Malaimsimsa Kota Sorong.
Kajian ini penting untuk mengetahui bentuk kolaborasi yang telah berjalan, aktor yang
terlibat, proses komunikasi dan koordinasi, tingkat kepercayaan serta komitmen bersama,
dan berbagai hambatan yang memengaruhi efektivitas kolaborasi. Dengan demikian,
penelitian tidak hanya mengukur kualitas pelayanan dari sisi output, tetapi juga
menganalisis proses tata kelola yang mendasarinya (Ansell & Gash, 2008; Emerson et al,,
2012).

Berdasarkan research gaptersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan
collaborative governance dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Distrik
Malaimsimsa Kota Sorong. Penelitian diarahkan untuk mengidentifikasi aktor-aktor yang
terlibat dalam kolaborasi, bentuk dan mekanisme kerja sama yang berlangsung, proses
membangun kepercayaan dan komitmen bersama, serta kontribusi kolaborasi terhadap
peningkatan kualitas pelayanan publik. Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat
memperkaya kajian collaborative governance pada konteks pemerintahan tingkat distrik di
wilayah Papua, sedangkan secara praktis hasil penelitian diharapkan dapat menjadi
masukan bagi Pemerintah Kota Sorong dan Distrik Malaimsimsa dalam membangun
pelayanan publik yang lebih partisipatif, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan
masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk
menganalisis penerapan collaborative governance dalam meningkatkan kualitas pelayanan
publik di Distrik Malaimsimsa Kota Sorong. Data penelitian diperoleh melalui observasi,
wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian dipilih secara purposif dengan
mempertimbangkan keterlibatan dan pengetahuan mereka terhadap proses pelayanan
publik, yang meliputi aparatur Distrik Malaimsimsa, aparatur kelurahan, serta masyarakat
sebagai penerima layanan. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi informasi berupa
dokumen pemerintahan, data pelayanan, dan berbagai dokumen lain yang relevan dengan
penyelenggaraan pelayanan publik.

Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan
penarikan kesimpulan sebagaimana dikembangkan Miles, Huberman, dan Saldafa (2014).
Analisis collaborative governance mengacu pada kerangka Ansell dan Gash (2008), yang
mencakup kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses
kolaboratif, termasuk dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, komitmen terhadap
proses, pemahaman bersama, dan hasil sementara. Kerangka tersebut digunakan untuk
mengidentifikasi bagaimana pemerintah distrik, kelurahan, dan masyarakat membangun
kerja sama dalam penyelenggaraan pelayanan serta faktor-faktor yang mendukung dan
menghambat peningkatan kualitas pelayanan publik di Distrik Malaimsimsa Kota Sorong.



HASIL PENELITIAN

Kondisi Awal dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik di Distrik
Malaimsimsa Kota Sorong berlangsung dalam konteks hubungan langsung antara aparatur
pemerintahan dengan masyarakat sebagai penerima layanan. Distrik memiliki posisi
strategis dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan kelurahan,
pemberdayaan masyarakat, serta pelayanan yang menjadi kewenangannya. Kondisi
tersebut menjadikan kualitas hubungan antara aparatur dan masyarakat sebagai salah
satu faktor penting dalam menentukan efektivitas pelayanan publik. Dalam perspektif
collaborative governance, kondisi awal merupakan faktor penting karena perbedaan
sumber daya, kepentingan, dan kapasitas antarpihak dapat memengaruhi kemauan untuk
membangun kerja sama (Ansell & Gash, 2008).

Pada tingkat kelurahan, masyarakat memiliki kebutuhan pelayanan yang beragam
sehingga pemerintah tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan administratif yang
bersifatsatu arah. Penelitian Numberi etal. (2023) mengenaipelayanan publik di Kelurahan
Klabulu, Distrik Malaimsimsa, menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan
membutuhkan kemampuan aparatur dalam menyesuaikan mekanisme pelayanan dengan
perubahan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Hal ini memperlihatkan bahwa kualitas
pelayanan pada tingkat lokal sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah memahami
kondisi masyarakat dan menyesuaikan pelayanan secara responsif (Numberi et al., 2023).

Kolaborasi Pemerintah Distrik, Kelurahan, dan Masyarakat

Penyelenggaraan pelayanan publik pada dasarnya tidak hanya menjadi tanggung jawab
pemerintah distrik, tetapi membutuhkan keterlibatan pemerintah kelurahan dan
masyarakat. Pemerintah distrik berperan dalam koordinasi dan pembinaan, pemerintah
kelurahan menjadi pelaksana pelayanan yang berhadapan langsung dengan masyarakat,
sedangkan masyarakat berperan sebagai penerima sekaligus pemberi masukan terhadap
kualitas pelayanan. Hubungan tersebut menunjukkan adanya kebutuhan terhadap pola
kerja yang bersifat kolaboratif agar pelayanan yang diberikan dapat disesuaikan dengan
kebutuhan masyarakat (Emerson et al., 2012).

Dalam perspektif collaborative governance, kolaborasi tidak hanya berarti adanya
pertemuan atau komunikasi antaraktor, tetapi mencakup proses membangun hubungan
kerjayang memungkinkan para pihak menyepakati tujuan bersama. Ansell dan Gash (2008)
menjelaskan bahwa dialog langsung, pembangunan kepercayaan, komitmen terhadap
proses, dan pemahaman bersama merupakan unsur penting dalam membangun
kolaborasi. Dalam konteks Distrik Malaimsimsa, prinsip tersebut dapat diterapkan melalui
komunikasi antara aparatur distrik, kelurahan, dan masyarakat dalam mengidentifikasi
permasalahan pelayanan, menyampaikan kebutuhan, serta mencari solusi terhadap
kendala yang dihadapi masyarakat.

Dialog dan Komunikasi dalam Pelayanan Publik

Komunikasi menjadi salah satu unsur penting dalam membangun tata kelola kolaboratif.
Pelayanan publik akan lebih efektif apabila masyarakat memiliki ruang untuk
menyampaikan kebutuhan, keluhan, maupun saran kepada pemerintah. Sebaliknya,
pemerintah perlu memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur, persyaratan,
waktu, dan mekanisme pelayanan sehingga masyarakat memiliki pemahaman yang sama
mengenai proses pelayanan. Dialog semacam ini dapat menciptakan hubungan yang lebih
terbuka antara pemerintah dan masyarakat (Ansell & Gash, 2008).

Emerson etal. (2012) menjelaskan bahwa proses kolaboratif berkembang melalui interaksi
yang memungkinkan para aktor membangun principled engagement, motivasi bersama,
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dan kapasitas untuk melakukan tindakan kolektif. Dengan demikian, komunikasi dalam
pelayanan publik tidak seharusnya hanya digunakan untuk menyampaikan informasi
administratif, tetapi juga menjadi instrumen untuk membangun kepercayaan dan
pemahaman bersama. Dalam konteks Distrik Malaimsimsa, penguatan komunikasi antara
aparatur dengan masyarakat menjadi penting untuk memastikan bahwa pelayanan yang
diberikan benar-benar merespons kebutuhan masyarakat.

Kepercayaan dan Komitmen dalam Collaborative Governance

Kepercayaan merupakan salah satu unsur fundamental dalam collaborative governance.
Hubungan antara pemerintah dan masyarakat akan sulit berkembang menjadi kolaborasi
apabila terdapat ketidakpercayaan terhadap kemampuan, komitmen, atau integritas pihak
lainnya. Ansell dan Gash (2008) menempatkan pembangunan kepercayaan sebagai proses
yang berlangsung secara bertahap melalui interaksi, dialog, dan pengalaman kerja sama.
Oleh karena itu, aparatur pemerintah perlu menunjukkan konsistensi, keterbukaan, dan
tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Komitmen bersama juga diperlukan agar kolaborasi tidak berhenti pada komunikasi tanpa
tindakan. Pemerintah distrik dan kelurahan perlu memiliki komitmen untuk meningkatkan
kualitas pelayanan, sedangkan masyarakat perlu berpartisipasi dengan menyampaikan
informasi, memberikan masukan, mengikuti prosedur, dan turut mengawasi
penyelenggaraan pelayanan. Emerson et al. (2012) menegaskan bahwa komitmen dan
motivasi bersama menjadi bagian penting dalam menghasilkan tindakan kolektif yang
dapat memberikan dampak terhadap penyelesaian persoalan publik.

Collaborative Governance dan Peningkatan Kualitas Pelayanan

Penerapan collaborative governance memiliki relevansi terhadap peningkatan kualitas
pelayanan karena kolaborasi memungkinkan pemerintah memperoleh informasi mengenai
kebutuhan masyarakat secara lebih langsung. Masyarakat tidak hanya ditempatkan
sebagai penerima layanan, tetapi juga sebagai aktor yang memberikan masukan terhadap
proses pelayanan. Dengan adanya keterlibatan tersebut, pemerintah dapat
mengidentifikasi permasalahan pelayanan secara lebih cepat dan merumuskan perbaikan
yang lebih sesuai dengan kondisi masyarakat (Emerson et al., 2012).

Kualitas pelayanan publik pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh tersedianya aparatur
dan fasilitas pelayanan, tetapi juga oleh kemampuan organisasi pemerintah membangun
pelayananyang responsif, terbuka, dan berorientasi pada masyarakat. Penelitian Numberi
etal. (2023) pada Kelurahan Klabulu menunjukkan pentingnya kemampuan penyelenggara
pelayanan dalam menyesuaikan pelayanan dengan kondisi masyarakat. Temuan tersebut
memperkuat argumentasi bahwa peningkatan kualitas pelayanan di Distrik Malaimsimsa
perlu didukung oleh pola hubungan yang lebih adaptif antara pemerintah dan masyarakat
(Numberi et al., 2023).

Faktor Pendukung dan Penghambat Collaborative Governance

Berdasarkan perspektif collaborative governance, terdapat sejumlah faktor yang dapat
mendukung proses kolaborasi di Distrik Malaimsimsa, antara lain kepemimpinan yang
terbuka, komunikasi yang efektif, kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat,
kejelasan pembagian peran, serta adanya tujuan bersama untuk meningkatkan kualitas
pelayanan. Kepemimpinan memiliki posisi penting karena dapat menjadi penghubung
berbagai kepentingan dan menciptakan ruang dialog bagi para aktor. Ansell dan Gash
(2008) menyebut kepemimpinan fasilitatif sebagai salah satu faktor yang dapat
membantu mengatasi ketimpangan sumber daya dan perbedaan kepentingan dalam
proses kolabaorasi.



Sebaliknya, kolaborasi dapat menghadapi hambatan apabila komunikasi antaraktor tidak
berjalan dengan baik, partisipasi masyarakat masih rendah, koordinasi antarlembaga
lemah, atau terdapat keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas pelayanan.
Hambatan tersebut dapat menyebabkan proses pelayanan menjadi kurang responsif
terhadap kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, penguatan col/laborative governance
membutuhkan mekanisme koordinasi yang jelas, peningkatan kapasitas aparatur,
keterbukaan informasi, serta penyediaan ruang partisipasi masyarakat secara
berkelanjutan (Ansell & Gash, 2008; Emerson et al., 2012).

Model Collaborative Governance dalam Pelayanan Publik di Distrik Malaimsimsa
Berdasarkan pembahasan, tata kelola pelayanan publik di Distrik Malaimsimsa dapat
dikembangkan melalui hubungan kolaboratif antara pemerintah distrik, pemerintah
kelurahan, dan masyarakat. Pemerintah distrik berfungsi sebagai koordinator dan
fasilitator, pemerintah kelurahan sebagai pelaksana pelayanan pada tingkat yang lebih
dekat dengan masyarakat, sedangkan masyarakat berperan sebagai pengguna layanan
sekaligus mitra dalam memberikan informasi, masukan, dan pengawasan.

Evaluasi & Perbaikan Pelayanan

Model ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik tidak hanya
bergantung pada kemampuan pemerintah menyediakan layanan, tetapi juga pada
kemampuan membangun hubungan yang produktif dengan masyarakat. Dengandemikian,
collaborative governance dapat menjadi pendekatan yang relevan untuk memperkuat
pelayanan publik di Distrik Malaimsimsa melalui peningkatan partisipasi, komunikasi,
kepercayaan, koordinasi, dan tindakan bersama (Ansell & Gash, 2008; Emerson etal., 2012).

KESIMPULAN

Penerapan collaborative governance dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di
Distrik Malaimsimsa Kota Sorong menunjukkan pentingnya membangun hubungan kerja
yang sinergis antara pemerintah distrik, pemerintah kelurahan, dan masyarakat. Kolaborasi
yang didukung oleh komunikasi terbuka, dialog, kepercayaan, komitmen bersama,
koordinasi, serta partisipasi masyarakat dapat memperkuat responsivitas pemerintah
terhadap kebutuhan pelayanan publik. Namun, efektivitas kolaborasi masih dipengaruhi
oleh kapasitas aparatur, koordinasi antarpihak, keterbukaan informasi, dan partisipasi
masyarakat. Oleh karena itu, penguatan col/laborative governance perlu diarahkan pada
peningkatan kapasitas aparatur, penyediaan ruang partisipasi masyarakat, penguatan
koordinasi antara distrik dan kelurahan, serta evaluasi pelayanan secara berkelanjutan
sehingga tercipta pelayanan publik yang lebih efektif, transparan, responsif, dan
berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
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